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ABSTRAK
Hak untuk memperoleh sisa pembayaran asuransi terjadi dalam hal hilangnya kendaraan bermotor sebagai benda jaminan. Dalam hal ini PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE berhak untuk mengajukan klaim asuransi. Apabila hasil bersih uang pengganti asuransi tersebut melebihi sisa hutang pembayaran maka kelebihannya menjadi hak konsumen tetapi bila kurang maka kekurangannya menjadi tanggungjawab dari konsumen dari konsumen untuk membayar kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE . Dengan hilangnya benda jaminan dan selesainya perhitungan atas klaim asuransi serta terlunasinya seluruh hutang pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia berakhir dengan sendirinya.
Hal ini sebagai bukti jaminan fidusia dari segi pengamannya. Debitur atau konsumen yang telah mengalihkan benda jaminan kepada pihak ke-3 tanpa sepengetahuan  dan seijin PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, tetapi selama pembayaran angsuran lancer maka PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE tidak menarik kendaraan tersebut tetapi dengan menempuh cara kekeluargaan yaitu dengan memenggil debitur atau konsumen dan pihak ke-3 untuk melakukan alih atau oper kredit. Sedangkan untuk hal yang berkaitan dengan masalah kredit macet dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan dan dengan debitur atau konsumen melalui karyawan lapangannya, namun dalam keadaan terpaksa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE akan melibatkan pihak penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian wilayah setempat untuk menjadi mediator atau penengah penyelesaian yang berpijak pada perjanjian perdata yaitu perjanjian pembiayaan konsumen atau hutang piutang.

Kata kunci : Pelaksanaan Fidusia, Jaminan Kredit, PT. Batavia Prosperindo Finance.
ABSTRACT
The right to acquire the remaining insurance payments occur in the event of loss of a motor vehicle as collateral objects. In this case PT. BATAVIA Prosperindo Finance has the right to file an insurance claim. If the net proceeds of the insurance compensation payment exceed the surplus remaining debt into consumer rights but when less then the drawbacks is the responsibility of the consumer of the consumer to pay to PT. BATAVIA Prosperindo Finance. With the loss of objects and guarantees the completion of insurance claims and the calculation of the entire debt financing terlunasinya consumers by fiduciary guarantee an end in itself. 


This is a proof of fiduciary assurance in terms of safety. Consumer debtor who has transferred or guarantee objects to a 3rd party without the knowledge and permission of PT. BATAVIA Prosperindo Finance, but during the installment payment lancer PT. BATAVIA Prosperindo Finance does not pull the vehicle but by taking the family way is by calling debtor or consumer and 3rd party to perform credit transfer or shift gears. As for the issues related to bad credit problems can be solved by means of deliberation and kinship and the debtor or consumer through its field employees, but in urgent situations PT. BATAVIA Prosperindo Finance will involve law enforcement authorities, in this case the police local area to be a mediator or arbitrator settlement which is based on a civil agreement that consumer financing agreement or accounts payable.
Keywords: Fiduciary Implementation, Credit Guarantee, PT. Batavia Prosperindo Finance.
1. PENDAHULUAN

Dewasa ini kendaraan bermotor sebagai alat transportasi merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktivitas. Apalagi mereka yang tinggal didaerah yang tidak terjangkau oleh sarana transportasi umum dan jauh dari tempat bekerja belajar. Masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor dapat mengajukan permohonan kredit kepada perusahaan pembiayaan apabila tidak mempunyai dana yang cukup untuk membelinya secara kontan atau tunai.
               Sistem pembiayaaan konsumen merupakan bentuk lembaga penyandang dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih fleksibel dari pada sumber dana yang formal karena dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan suatu sebagai jaminan seperti yang dilakukan lembaga perbankan dan perum pergadaian, tetapi barang yang dibiayai itulah langsung dibebani dengan jaminan fidusiaa. Selain tidak mengharuskan sesuatu jaminan, proses pengurusan dalam pembiayaan konsumen tidak memerlukan waktu yang lama sehingga konsumen lebih cenderung memilih pembiayaan konsumen sebagai salah satu alternatif pendanaan akan semakin berkembang serta menarik minat banyak  masyarakat. Di Indonesia Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

            Dalam perjanjian antara perusahaan pembiayaan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE  selaku pihak kreditur dengan konsumen (debitur) pada perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia tercantum hak dan kewajiban. Adapun kewajiban dari kredit yaitu antara lain memberikan sejumlah uang kepada supplier/dealer atas pelunasan suatu barang yang dibeli oleh konsumen selaku pihak debitur, serta mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan dari debitur sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Debitur juga mempunyai kewajiban untuk mengganti uang tersebut secara angsuran kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE dengan bunga yang telah ditetapkan serta merawat barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan tidak akan menyalahgunakannya. Debitur juga mempunyai hak untuk menerima serahan bukti kepemilikan barang dari kreditur apabila debitur telah melunasi semua kewajibannya.
 Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai kewajiban setiap jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini diharapkan agar pihak konsumen (debitur) terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengkibuli kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi, tidak memelihara benda jaminan fidusia bahkan menjual benda objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. Dengan didaftarkanya jaminan fidusia akan memberikan kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan terhadap perjanjian hutang piutang dengan menyerahkan hak milik secara fidusial baik dari pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE sendiri maupun konsumen (debitur). Penyimpangan yang dilakukan oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE yaitu tidak mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.42 Tahun 1999 padahal keadaan tersebut dapat merugikan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE sendiri, karena dengan jaminan yang tidak didaftarkan tidak memberikan kepastian hukum yaitu perjanjian jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial dan hal ini memberikan kesempatan bagi konsumen (debitur) untuk melakukan penyimpangan yaitu tindakan konsumen (debitur) mengalihkan barang jaminan tanpa sepengetahuan pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE , tidak memelihara benda jaminan. Mengingat hal tersebut maka diperlukan suatu tindakan dari pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE untuk mengamankan kreditnya yang dijamin dengan fidusia tanpa didaftarkan, apabila konsumen (debitur) tidak memelihara, mengalihkan benda jaminan dan tidak mampu membayar angsuran kreditnya.

2. PERUMUSAN MASALAH.


Sebenar permasalahan yang bisa dibahas dalam ini kaitannya dengan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen , akan tetapi agar pembahasannya lebih terarah maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut : 
I. Bagaimana  Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dari Segi pengamanannya ?
II. Bagaimana Tindakan PT. BATAVIA PROSPERINDO  FINANCE Karena Konsumen Mengalihkan Benda Jaminan Fidusia dan tidak Membayar Angsuran Kreditnya Apabila Fidusia Tersebut Tidak Didaftarkan ?
3.  METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian


Sehubungan dengan judul yang diajukan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahasa hukum).
Sumber Data

         Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah :

I. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden    dan nara sumber obyek yang diteliti.
II. Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian lapangan.

1. Metode Pengumpulan data


Adapun data-data yang diperdalam penelitian skripsi ini diperoleh dan dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

I. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari beberapa perunda-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas berdasarkan penelitian pustaka, sehingga diperoleh data yang dibutuhkan, yang meliputi dua bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer, berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2) Bahan sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya : buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

II. Penelitian adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang kongkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan yang dapat digunakan dalam permasalahan. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpinyaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dimna wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.
Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kota Samarinda. Alasan penulis mengambil lokasi Samarinda, karena lokasi lebih dekat dan sesuai pokok permasalahan.
4. ANALISIS DATA

Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan merangkai data-data yang diperoleh secara logis melalui kata-kata atau kalimat-kalimat. Dan yang telah terkumpul kemudian diteliti dan dianalisis dengan metode berpikir secara induktif dan deduktif. Yang dimaksud metode induktif adalah suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode berpikir secara deduktif adalah suatu pola pikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
I. Fidusia Sebagai Jaminan Dalam  Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dari Segi Pengamanannya 
1) Prosedur Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia

Kegiatan pembiayaan konsumen merupakan pengadaan barang konsumi yang dibutuhkan oleh konsumen dengan cara pembayaran secara angsuran. Jadi apabila seseorang tidak mempunyai dana yang cukup untuk memberi kendaraan bermotor secara tunai maka ia dapat mengajukan permohonan kredit kepada perusahaan pembiayaan pembiayaan.
Berikut uraian singkat menurut Remedial dan Legal Head PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cabang Samarinda mengenai prosedur terjadinya perjanjian pembiayaan kosumen dengan jaminan fidusia. Seseorang yang ingin membeli kendaraan bermotor tetapi tidak mempunyai uang tunai sebesar harga kendaraan yang ingin dibeli maka dealer akan menawarkan ke konsumen untuk membeli kendaraan secara kredit dengan dana yang berasal dari perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT. BATAVIA PROSPRENDO FINANCE di darah Samarinda.
Kemudian pihak dealer akan memberitahu PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE melalui telepon atau melalui petugas customer  service PT. PROSPERINDO FINANCE  yang bertugas di dealer tersebut. Langkah pertama, calon konsumen akan di interview oleh customer service dengan beberapa pertanyaan mendasar, antara lain: berapa besar dana yang dimiliki untuk uang muka, jangka waktu atau lama kredit yang akan diambil, domisili, pekerjaan, penghasilan dan data keluarga. Hal ini penting karna PT. BATAVIA PROSPRENDO FINANCE membiayai maksimal 85% bahkan 100% bila sedang ada kegiatan promosi marketing, dari harga kendaraan yang kemudian disebut sebagai hutang pokok. Jadi konsumen harus mempunyai uang minimal 15% dari harga kendaraan yang kemudian disebut sebagai uang muka.
Jika konsumen setuju dengan ketentuan tersebut diatas akan disodori surat permohonan kredit yang memuat identitas pemohon kredit, syarat-syarat kredit (harga kendaraan, uang muka, hutang pokok, besarnya angsuran per bulan, suku bunga, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo per bulan), identitas kendaraan yang akan dibiayai sekaligus sebagai jaminan hutang dalam bentuk fidusia (merek, tipe, tahun, warna, nomor kerangka, nomor mesin dan nomor BPKB).
Setelah surat permohonan kredit diisi oleh konsumen maka PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE akan melakukan survey terhadap konsumen. Survey ini dilakukan untuk mengetahui apakah mampu untuk melunasi hutangnya pada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE . Laporan survey digunakan untuk menentukan apakah permohonan kredit diterima atau ditolak. Jika laporan survey tidak memenuhi syarat maka PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE akan menolak permohonan kredit konsumen atau sebaliknya dan yang menjadi pertimbangan pada prinsipnya sama dengan 5C yaitu: Collateral (jaminan), Capacity (kemampuan mengangsur), character (karakter), capital (penghasilan), dan codition of economy (kondisi ekonomi). Tetapi dalam pembiayaan konsumen yang paling sering digunakan adalah karakter konsumen, kemampuan mengangsur, dan jaminan hutang dalam bentuk fidusia (collateral) karena dalam pembiayaan konsumen memerlukan pengambilan keputusan secara cepat.
Survey dapat dilakukan hari itu juga dan pensurvey harus datang kerumah konsumen. Jika dari survey calon konsumen telah memenuhi kriteria maka konsumen diminta untuk memenuhi semua peryaratan. Syarat tersebut yaitu:
a. Konsumen Perorangan 

1) KTP suami/istri yang masih berlaku (surat keterangan domisili asli dari lurah foto dan tadatangan yang bersangkutan).
2) Kartu keluarga yang masih berkaku
3) Slip gaji/keterangan penghasilan yang terakhir
4) Bukti kepemilikan rumah (rekening listrik, telepon/PBB/akta jual beli/sertifikat)
5) Rekening tabungan
6) Fotocopy NPWP
7) Surat kuasa pendaftaran akta fidusia

b. Konsumen Badan Usaha

1) Fotocopy KTP pengurus yang masih berlaku:

2) Akta pendiri perusahaan
3) Fotocopy NPWP, SIUP, (Surat Ijin Usaha Perorangan), TDP (Tanda Daftar perusahaan), ijin sejenis yang masih berklaku
4) Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir (fotocopy)
5) Persetujuan direktur
6) Financial report (income statement & balace sheet untuk kredit > Rp. 300juta)
7) Surat kuasa pendaftaran akta fidusia

Setelah itu diikuti dengan pembayaran uang muka, angsuran pertama dan uang  administrasi oleh konsumen yang dilakukan bersamaan dengan penandatanganan seluruh dokumen yang aplikasi kredit. Kemudian dibuat suatu surat persetujuan antara konsumen sebagai pembeli, dealer sebagai penjual dan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE sebagai pemberi dana.
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE .
Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perajanjian pembiayaan konsumen adalah :
a. Hak dan Kewajiban PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE 

1) Hak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE 

a. Memperoleh pembayaran uang muka 
b. Memperoleh pembayaran uang administrasi
c. Memperoleh jaminan hutang berupa BPKB
d. Memperoleh pembayaran angsuran tepat waktu
e. Memperoleh denda keterlambatan
f. Memperoleh hak substitusi dari konsumen

2) Kewajiban PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE 

a. Menyerahkan dana pembiayaan setelah ditandatanginya semua dokumen aplikasi kredit antara konsumen dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE. Kemudian PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE menyerahkan dana pembiayaan bersamaan dangan ditandatanganinya surat persetujuan bersama.
b. Menyerahkan STNK. STNK tersebut diserahkan ke dealer  yang telah tercatum dalam perjanjian. Penyerahan STNK tidak dapat sekaligus dengan penyerahan kendaraan bermotor tetapi menunggu proses selesainya pembuatan STNK oleh kepolisian.
c. Menyerahkan BPKB setelah seluruh angsuran dilunasi. Pengambilan BPKB dilakukan 7 hari setelah angsuran terakhir dengan menunjukan KTP/SIM asli konsumen yang berlaku, kartu identitas konsumen yang tidak digunakan untuk mengangsur dan bukti kuitansi pelunasan.
b. Hak dan Kewajiban Konumen
1)  Hak Konsumen, meliputi:

a) Menerima dana pembiayaan
b) Menerima BPKP setelah seluruh angsuran dilunasi
c) Memperoleh sisa/kelebihan pembayaran asuransi

B. Tindakan PT. BATAVIA Karena Konsumen Tidak Memelihara Benda Jaminan Fidusia dan Tidak Membayar Angsuran Kreditnya Apabila Fidusia Tersebut Tidak Didaftarkan

Dalam proses pemberian kredit dengan jaminan secara fidusia oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE , memang dirasakan beresiko, terutama bagi pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE sebagai penerima jaminan. Karena dalam proses penjaminan secara fidusia itu sendiri, dimana posisi PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE sebagai penerina jaminan hanya memegang hak atas jaminan tersebut. Sedangkan wujud fisik dari jaminan tersebut tetap berada di pemberi jaminan fidusia, dan pemberi fidusia berhak untuk memanfaatkan dam menggunakan benda tersebut.

Menurut Remidial dan Legal head PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE  Cabang Samarinda terdapat beberapa alasan mengapa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE tidak mendaftarkan pada kantor pendaftaran,fidusia karena sejak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE berdiri pada tahun 1989, segala hal yang berkaitan dengan masalah kredit macet dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan dengan konsumen melalui karyawan – karyawan lapangannya, namun dalam keadaan terpaksa, PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE akan melibatkan pihak penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian wilayah setempat untuk menjadi    mediator atau penegah penyelesaian yang berpijak pada perjanjian perdatanya, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen atau hutang piutang. Alasan lainnya, pendaftaran Fidusia itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi saat ini konsumen PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE telah mencapai jumlah ratusan ribu, PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE tidak mau membebankan biaya – biaya itu kepada konsumen karena secara marketing harga motor akan menjadi relatif lebih mahal, sehingga berakibat harga sepeda motor semakin terjangkau oleh daya beli masyarakat. Disisi lain mengingat salah satu misi visi PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE sebagai perusahaan pembiayaan yang menawarkan kemudahan, kecepatan dan harga murah dalam memiliki sepeda motor tidak akan terwujud.

Namun menurut Pasal 14 ayat 3 Undang – undang No 42 Tahun 1999 tentang fidusia, perjanjian jaminan fidusia antara PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE dan konsumen dianggap tidak ada karena perjanjian fidusia tersebut tidak didaftarkan. Padahal menurut Pasal 14 ayat 3 Undang – undang No 42 Tahun 1999 lahirnya jaminan fidusia adalah pada saat jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Namun dalam praktek di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE jaminan fidusia tanpa didaftarkan sering dilakukan dan tidak menghambat bagi PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE untuk melakukan eksekusi apabila konsumen wanprestasi. Eksekusi benda jaminan fidusia didasarkan pada surat kuasa penarikan yang ditanda tangani oleh konsumen pada saat jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Namun dalam praktek di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE jaminan fidusia tanpa didaftarkan sering dilakukan dan tidak menghambat bagi PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE untuk melakukan eksekusi apabila konsumen wanprestasi. Eksekusi benda jaminan fidusia didasarkan pada surat kuasa penarikan yang ditandatangani oleh konsumen pada saat melakukan permohonan kredit PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE .

Jika terjadi peralihan objek perjanjian dan sampai pada jalur intigasi, maka akan dipilih domisili hukum tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE atau di tempat lain yang ditunjuk oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Pasal 8  perjanjian pembiayaan konsumen. Dari hasil penelitian dapat diketahui timbulnya hutang konsumen pada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE karena konsumen telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang yaitu sepeda motor dan untuk menjamin kembali hutangnya, konsumen menyerahkan barang yang di belinya secara fidusia sebagai barang jaminan dan konsekuensinya dari penyerahannya barang jaminan secara fidusia tersebut maka pemilik atas barang jaminan tersebut adalah PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE  selama hutangnya belum lunas atau kewajiban belum dibayar, dan konsumen hanyalah pinjam atau peminjam yang diberikan oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE secara kepercayaan atau fidusia dan mempunyai kewajiban untuk menjaga serta merawat keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinan rusak, hilang atau musnahb (tertera dalam ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam draft perjanjian pembiayaan). Dan konsumen tidak berhak untuk mengalihkan, menjual, atau menggadaikan tanpa persetujuan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE . 
Mengenai STNK dan BPKB atas nama konsumen tidak dapat menjadi alasan konsumen untuk mengalihkan, menjual, atau menggadaikan karena status sepeda motor tersebut adalah barang jaminan terhadap PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE untuk menjamin pengembalian kembali hutangnya pada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE . Kepemilikan barang jaminan akan beralih kembali menjadi milik konsumen setelah seluruh hutangnya yang timbul karena fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya dilunasi dan atau dipenuhi seluruh kewajiban angsurannya. Dengan demikian maka konsumen yang dengan sengaja mengalihkan barang jaminan sebelum seluruh kewajiban yang harus dipenuhi pada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE dipenuhinya maka tindakan konsumen tersebut dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan. Dari hasil penelitian dapat diketahui pula bahwa penyelesaian sengketa kredit macet dan pengalihan benda jaminan fidusia pada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan terlebihi dahulu sebelum melalui pengadilan bahkan penyelesaian melalui pengadilan jarang dilakukan. Hal ini dapat dimaklumi karena penyelesaian melalui Pengadilan Negeri memerlukan waktu yang sangat lama. Disamping itu apabila Pengadilan memenangkan gugatan kreditur kadang–kadang eksekusi terhadap benda jaminan belum tentu membawa hasil yang sangat memuaskan.

6. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian baik kepustakaan maupun penelitian lapangan serta mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengamankan kredit yang dijamin dengan fidusia tanpa didaftarkan:
1. Hak untuk memperoleh sisa pembayaran asuransi terjadi dalam hal hilangnya kendaraan bermotor sebagai benda jaminan. Dalam hal ini PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE berhak untuk mengajukan klaim asuransi. Apabila hasil bersih uang pengganti asuransi tersebut melebihi sisa hutang pembayaran maka kelebihannya menjadi hak konsumen tetapi bila kurang maka kekurangannya menjadi tanggung jawab dari konsumen dari konsumen untuk membayar kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE . Dengan hilangnya benda jaminan dan selesainya perhitungan atas klaim asuransi serta terlunasinya seluruh hutang pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia berakhir dengan sendirinya.Hal ini sebagai bukti jaminan fidusia dari segi pengamannya.
2. Untuk debitur atau konsumen yang telah mengalihkan benda jaminan kepada pihak ke-3 tanpa sepengetahuan dan seijin PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE , tetapi selama pembayaran angsuran lancar maka PT. BATAVIA PROSPRENDO FINANCE tidak menarik kendaraan tersebut tetapi dengan menempuh cara kekeluargaan yaitu dengan memenggil debitur atau konsumen dan pihak ke-3 untuk melakukan alih atau oper kredit.Sedangkan untuk hal yang berkaitan dengan masalah kredit macet dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan dan  dengan debitur atau konsumen melalui karyawan lapangannya, namun dalam keadaan terpaksa PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE akan melibatkan pihak penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian wilayah setempat untuk menjadi mediator atau penengah penyelesaian yang berpijak pada perjanjian perdata yaitu perjanjian pembiayaan konsumen atau hutang piutang.
7. Saran – saran 


Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Hendaknya sebelum melakukan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia , PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE harus benar – benar selektif dalam memilih calon konsumen baik dari kemampuan ekonominya maupun karakternya serta jaminan yang dapat dipertanggung jawabkan dari konsumen

2. Hendaknya PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE berhenti pengawasan debiturnya dan tetap bekerja sama dengan aparat penegak hukum, jika diperlukan dalam menyelesaikan kasus hukum.

3. Hendaknya PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE mendaftarkan jaminan fidusia tersebut sehingga lebih memberikan kepastian hukum karena jaminan fidusia yang didaftarkan memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.
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